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SURAT EDARAN
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TENTANG
PERCEPATAN UPAYA PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis
Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terdapat tiga fokus pencegahan korupsi
yang meliputi (1) Perizinan dan tata niaga; (2) Keuangan Negara: (3) Penegakan
Hukum dan Reformasi Birokrasi. Terkait fokus pencegahan korupsi reformasi
birokrasi, salah satu aksinya adalah pengendalian gratifikasi oleh instansi

pemerintah.




Untuk mendorong efektivitas implementasi pengendalian gratifikasi agar setiap

Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan langkah sebagai berikut:

1.

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di internal instansi pernerintah

untuk melakukan lungsi pengendalian gratifikasi dan meneruskan fungsi UPG

kepada seluruh satuan kerja serta satuan kerja vertikal mandiri terkecil instansi

pemerintah;

a.

. Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, UPG menerapkan prinsip-prinsip:

Transparansi

Pringip keterbukaan ini tercermin dari adanya mekanisme yang jelas tentang
pelaporan atas penerimaan gratifikasi dari pelapor kepada UPG sehingga
setiap ASN mengetahui mekanisme pelaporan gratifikasi secara mudah dan

jelas.

. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dilaksanakan melalui setiap proses pelaporan gratifikasi
dapat dipertanggungjawabkan sehingga pihak pelapor dan UPG saling
bertanggung jawab atas pelaporan gratifikasi.

Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum dilaksanakan melalui setiap kegiatan pengendalian
dan proses pelaporan gratifikasi mempunyai kepastian hukum yang jelas
sehingga pelapor dan UPG mempunyai status vang ferlindungi oleh ketentuan
peraturan perundangan.

Kemanfaatan demi kepentingan umum

Prinsip kemanfaatan dilaksanakan melalui sctiap barang bukti gratifikasi
yvang dilaporkan akan ditindaklanjuti oleh UPG dengan meneruskan kepada
KPK untuk ditetapkan sebagai mlik negara atau memanfaatkan barang
tersebut untuk kepentingan umum sesual ketentuan yang telah ditentukan

KPK.

. Independensi

Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, UPG  bertugas secara
independen yang bebas dari berbagai kepentingan. Dengan berlandaskan
indepensi, maka setiap kegiatan pengendalian dan pelaporan gratifikasi
dilakukan secara adil dan tidak memihalk.



f. Perlindungan bagi Pelapor
Prinsip perlindungan bagi pelapor diimplementasikan dengan memberikan
kepastian bahwa seliap pelapor gratiikasi mendapatkan perlindungan secara
hukum. selain itu, pihak pelapor juga mendapatkan perlidungan atas
perlakuan  diskriminasi apabila karena pelaporan tersebut membuat
lingkungan kerja menjadi berubah.

3. Meningkatkan internalisasi kepada seluruh anggota organisasi agar mempunyai
pemahaman yang memadai terkait gratifikasi;

4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola UPG terkait gratifikasi sehingga SDM
pengelola UPG mempunyai pemahaman yang memadai terkait upaya
pengendalian gratifikasi;

5. Mendorong scluruh pejabal dan pegawal untuk tertib menyampaikan laporan
penerimaan dan penolakan gratifikasi melalui UPG kepada KPK secara berkala;

6. Menunjukkan keteladanan bagt pegawal di  lingkungan instansi dengan
melaporkan penerimaan gratifikasi apabila terdapat unsur/ kriteria gratifikasi
pada saat menyelenggarakan pesta pernikahan, baik pernikahan sendiri maupun
pernikahan anggota keluarga, serta hajatan atau perayaan hari besar keagamaan

kepada UPG di internal instansi.

Demikian, agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan scbaik-
baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
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